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KATA PENGANTAR

DISKURSUS mengenai hukum lingkungan dan pembangunan
selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan terutama dalam
upaya pembangunan hukum lingkungan di Indonesia sebagai negara
berkembang yang masih harus terus membangun dan berbenah
dirt. Selain itu, implementasi pengaturan hukum lingkungan dan
proses pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat Karena
di satn sisi pembangunan merupakan usaha vang harus terus
dilakukan, sementara di sisi lain yakni lingkungan hidup juga harus
ditemnpatkan pada posisi yang seimbang dalam pengertian bahwa
paradigma pembangunan yang harus dipakai adalah paradigma
pembangunan  berkelanjutan (sustainable development) dimana
orientasi pembangunan bukan hanya berpusat pada pemenuhan
kebutuhan manusia ssja (antroposentris), melainkan juga harus
bergerak dan memusat kearah upaya pelestarian lingkungan hidup
(ekosentris).

Monograf "Hukum Lingkungan dan Pembangunan
Berkelanjutan” vang merupakan kumpulan pemikiran dari beberapa
dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung ditujukan untuk
mengkaji berbagai permasalahan yang terkant dengan hukum
lingkungan dan pembangunan, Penerbitan monograf ini juga secara
khusus sebagab wujud syukur sekaligus bangga atas dukukuhkannya
Dr. Muhammad Akib, 8. H., M.Hum. sehagai guru besar pada bidang
Hukum Administrasi Negara dengan spesifikasi kajlannya mengenai
hukum lingkungan.

Semoga dengan diterbitkannya monograf ini dapat menjadi
salah satu upaya untuk menjaga dan mengembangkan budaya
akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Fiwboaiin Linphkangsn dan

Pembanguinan Herkelanjatan
dan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang juga menghkaji
perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. ]

Bandar Lampung. Februari 2015

Editor
Dr. FX. Sumarja S.H, M.H
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IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN
PENDAFTARAN TANAH TERHADAF
KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

Oleh: Upik Hamidah, 5.H.,M.H."

A PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan berbagai macam
Meiayaan alam. Sebagian besar masyarakatnya mendasarkan hidup
‘P bidang pertanian. Oleh karena itu, tanah yang merupakan
Segian dari kekayaan alam dalam kehidupan manusia memegang
Peranan yang sangal penting, seperti halnya mendirikan rumah,
wekior pertanian/perkebunan/perindustrian  serta pembangunan
wlan dan sebagainya, Dengan adanya pertambahan penduduk
=supun perkembangan ekonoms, maka kebutuhan akan tanah
salam kegiatan-kegiatan pembangunan akan terus meningkat.’

Tanah mempunyal fungsi yang sangat penting bagi kehidupan,
sty merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Karena
sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Dapat
“@ikatakan bahwa setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.
Manusia dimanaupun berada di muka bumi ini memerfukan tanah
sntara lain schagai tempat bercocok tanam, tanah menghasilkan
Basil bumi yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan
- manusia, mendirikan rumah/tempat tinggal, membangun gedung-
gedung, tempat industri, sarana transportasi dan lain sebagainya
vang tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kegunaan dari tanah.
Bahwa tanah itu hanya merupakan salah satu bagian dari bumi, di
samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi. Sebotan kata
Stanah” menurut hukum tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai
suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh ULPA,

+
" Dierins Bagian Hikum Adminmiresi Megara Fabdias Hukum Uniesilss Lampung

! Bordatyat Hatono, Beberaps Permbran Ko Amh Pemdadaruan Hokum Tanah, (Bardang
Ao, 1O50), him B
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Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) telah
memberikan landasan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yung
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Untuk itu Negara
selaku Badan Penguasa berusaha semaksimal mungkin untuk
memanfaatkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang anghasa serta
kekayaan alam guna terwujudnya keadilan sosial bagh seluruh rakyat
Indonesia. Sejalan dengan predikat yang telah melekat pada Negara
Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum, maka semua kegiatan
pembangunan di Indonesia harus didasarkan pada suatu ketentuan
hukum.

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian
hukum hak atas tanah serta menjaga jangan sampai timbul masalah
atausengketatanahyvangjustruakan mempelambatlajupembangunan,
Undang-Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada
Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tansh vang ada di
seluruh wilayah Indenesia vang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1)
UL Mo, 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria: “Untuk
menfamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” Pasal ini
merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah khususnya
pendafataran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah. Sejalan dengan
Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.'

! Dalarn Pagal 1 PP Moo 24 Tahun 18987 dissbulian babeae “Pendalaren lanah sdabahy
kegiatan yang diakukan clal Pamaninial sacem Bais-monons, berkesinambungan dan beralur
maligh pangumpulan, pengolahan, pembulkusn dan peryajon sela perslfaman data sl dan
yuridis, datam baniuk peta dan dafer mengenai bidang-bidang tanah dan saluan-satasn nuim
sumin, Wemaguk pambenian salipkal sebagas sural mnda bukil haknyn bagl bidang-tedang lanah
yang sudah ads hakwa dan hak milk stes saluan namah susun BrA hak-hak lenesi yang
PretTnanER
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Penyelenggaraan Pendafiaran tanah merupakan tugas Negara,
Sendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan
sakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di
Sedang pertanahan. Pelaksanaan Pendaftaran tanah dilakukan oleh
Eantor Pertanahan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor
Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
mntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP Nao. 24
Tahun 1997.

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan
pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang
sertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai
dengan jiwa dan sl ketentvan-ketentuannya. Dalam menghadapi
kasus-kasus konkret, diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran
tanah yang memungkinkan bagl para pemegang hak atas tanah untuk
dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya.
Bagi para pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon
kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai
fanah yang menjadi objck perbuatan hukum yang akan dilakukan.,
Sagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.*

Program-program pemerintah yang terkait dengan
kshijaksanaan pertanahan, yaitu kbususnya pada penyelenggaraan
tertib administrasi pertanahan, seperti penerbitan sertipikat hak-hak
atas tanah yang terbagi atau terdiri dari bermacam-macam hak atas
tanah diantaranya: Hak Milik (HM}, Hak Guna Bangunan (HGB),
Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan masih banyak
Sagi. Hak Milik atas tanah, sudah pasti merupakan macam atau status
hak atas tanah yang paling tinggi derajatmya bila dibanding dengan
macam atau stalus hak lainnya. Hak Milik adalah hak yang tidak
dibatasi masa berlakunya oleh negara, dan karenanya ia mempunyai
Barga atau nila yang paling tinggl bila dibanding dengan macam
ataw status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama

! Soecharyo Soimin, Salus Mok gan Permdetasan Tarad, Eds Kedua. (Jakarda: Sinar
Seafi, 2004 |, him 153,
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kuoalitasnya,”

Peralihan hak atas tanah yang wajib didaftarkan di kantor
pertanahan  pada tataran  pelaksanaannya  sangat  mungkin
menimbulkan kondisi tertentu yang berbeda dari pengaturannya
dalam peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah, Misalkan
berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, peralihan
hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan vang berlaku. Kemudian pada
ayat (2) ditegaskan bahwa: Dalam keadaan tertentu sehagaimana
vang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat
mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan
di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap
cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersanghkutan, Jika
dilihat pada penjelasan Pasal 37 dapat diketahui bahwa pengecualian
tersebut perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-
daerah vang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara, untuk
memudahkan rakvat melaksanakan perbuatan hukum mengenai
tanah, Ketentuan Pasal 37 tersebut seringhali dikesampingkan oleh
kantor pertanahan, sehingga meskipun tanpa dibukiikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT peralihan hak tersebut tetap dapat
didaftarkan,

Contoh lain dalam hal peralihan hak karena waris, terdapat
kebijakan dari kantor pertanahan tertentu yang mensyaratkan akta
pembagian hak bersama (APHB) yang dibuat dihadapan PPAT
khusus untuk bidang tanah yang sudah terdaftar/sudah memiliki
sertifilkat yang ahli warisnya lebih dari satu orang dan para ahli waris

" Harmnon Hermi, Cam Mempersish Samiiet Tanah Hab i, Tarsh Negara, dan Tanah
Pamda, Tead Prakiak Pencaifaran Fanah i bdoessi, | Bandung: Mandar Maju, 2004 |, him 2
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sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada salah
swatns shli waris tertentu® Jika ingin mendaftarkan peralipan haknya di
kantor pertanahan. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam PP No.
24 tahun 1997, sehingga cenderung mempersulit masyarakat yang
smgin mendaftarkan peralihan haknya. Berdasarkan latar belakang di
#83s maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pengaturan  pendaftaran tanah dalam  peraturan perundang-
wndangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah implikasi
Bokum kebijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran
sznzh terhadap pembangunan.

B PEMBAHASAMN
1. Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre yaitu suatu istilah
seknis untuk record (rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai dan
kemilikan atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.
Kats ini berasal dari bahasa latin capistrum yang bararti register
wiau capita atau unit vang diperbuat untuk pajak tanah Romawi
WCapotatio Terrena).”

Pengertian lain dari pendaftaran tanah (Cadaster) adalah
Serasal dari Rudolf Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan
Pendafiaran Tanah dan Menteri Agraria mencoba merumuskan
pengertian  pendaftaran tanah.  Menurutnya pendaftaran tanah
sdalah pendaftaran tanah atau pembukuan bidang-bidang tanah
Salam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan penmetaan yang
seksama dari bidang-bidang it

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi pengertian
‘pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal | ayat (1) yang berbunyi :
“pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan

¥ Parsassaratan inl barlaky pads KA Parianahar Koln Bandar Lamgarg

* AP Padndungan, Pendafinran odan Morears Hak-Hak Afs Tanaf Menerut LILIPA,
fBandung - Mumni, 1985) Rim.2

o i Aohmad GPorraah, Mok Agranke (Pevianafin indonesw) o 2, (Jakarda: Presias
P, JO04, him. 1
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teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penvajtan serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda
bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu
vang membebaninya”

Dari pengertian di atas dapat diketahui hahwa pendaftaran tanah

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

al Dilakukan secara terus-menerus Terus-menerus dimaksudkan
apahila sekali tanah itu didaftar maka setiap terjadi perubahan
atas tanah maupun subjeknya harus ditkuti dengan pendaftaran
tanah. Boedi Harsono berpendapat bahwa kata “terus-menerus”
menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak
akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
selalu harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Pengumpulan Data Tanah

b} Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi 2 (dua} macam
yallin:

I. Data Fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batas
tanahnya dan luasnya berapa serta bangunan dan tanaman
diatasnya.

2. Data Yuridis, yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa
yang menjadi pemegang hak tersebut serta peralihan dan
pembebanannya jika ada.

c) Tujuan Tertentu

Pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian hukum
{legal cadaster) dan kepastian hak atas tanah sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 19 UUPA. Hal tersebut berbeda dengan
pendaftaran tanah sebelum UUPA vang bermujuan untuk penarikan
pajik {fiscal cadaster)

Realisasi untuk mewujudkan pendafiaran tanah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 UUPA awalnya dikeluarkan Peraturan
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Semerintah No. 10 Tahun 1961. Kemudian diubah dengan ditetapkan
& diundangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah No.10
Tabun 1961, PP No.24 Tahun 1997 mendapat pengaturan lebih rinci
Salam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No3 Tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaanmnya.’
Deselenggarakannya pendaftaran tanah membuat para pihak
- pang bersanghutan dapat dengan mudah mengetabui status atau
Redudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya,
Semak luas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban
. #pa vang ada diatasnya. "

Tajuan pendaftaran tanah berdasarkan UUPA adalah untuk
mendapitkan kepastian hukum bagi semua orang dan kepastian
- Bk kepada setiap pemegang hak atas tanah. Adanya hukum tertulis
- maka pihak-pihak yang bersangkutan jika memerlukannya akan
mudah mengetahui kaidah-kaidah hukumnya dan juga akan dengan
‘madah mengetahui wewenang-wewnang dan kewajiban-kewajiban
Seslienaan dengan tanah dan sumber-sumber alam lainnya yang
@Baki atay yang akan dihaki!' Melalui upaya pendaftaran tanah
- maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat mengetahui status
- & kedudukan hukum daripada tanah-tanah yang dihadapi, letak,
- M. batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban apa yang ada
dantaranya

Tujuan pendaflaran tanah berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

& Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak
suatu bidang tamah satuan rumah susun, hak-hak lain-lain

S Yahya Harsrap. Kedodukan Sewenangan dan Acars Paredian |Jakaria: Srar Grolsa,
B, wém B2

S Eddy Puchiyall Sistom Pandaffaran Tansh Scbelm dan Sescdsh Badinkumya LAUAS,
Wweiong: Armico, 1985, him. 37

© Efoy RAuchiyal, Séstem Fendafiares Tansh Sewadsh dan Sebelum Bemskanys LILFA,
Esesiueg: Arani, 1973} him a7
. ‘WMFMWMWW o Indkongsia, (Jakarta: CY Pancuman
‘T, THTA), him 5,
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yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersanglkutan. |

b} Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dalam  hal ini termasuk Pemerintah agar
dengan mudah dapat memperaleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan
satuansatuan rumah susun yang terdaftar.

¢} Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

d) Terselenggaranya pendafiaran tanah secara baik, merupakan
dasar perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan.
Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap tanah dan
satuan-satuan rumah susun termasuk peraliban, pembebanan,
dan hapusnya wajib didaftar.

2. Pendaftaran Tanah Dan Pembangunan

Dalam kegiatan pembangunan, peranan tanah bagi pemenuhan
berbagai keperluan akan meningkat, baik schagai tempat
bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan
jtu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa
jaminan kepastian hulkum di bidang pertanahan, Pemberian
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang teriulis, lengkap
dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa
dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi
kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran
tanah vang memungkinkan bagi para pemegang hak atas
anah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah
vang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan,
seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh
keterangan yang diperlukan mengenal tanah yang menjadi obyek
perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk
melaksanakan kebijaksanaan pertanahan."

o Pnjetasan L PP He 24 Tahun 1887 tenLang Ferdafaran Tanah,
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Sebagai bentuk realisasi pemberian jaminan kepastian hukum di
Sidang pertanahan dengan melakukan keglatan pendaftgran tanah,
- pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur berkaitan dengan pendaftaran tanah. Adapun peraturan
fersebut secara filosofis dilandaskan pada ketentvan Pasal 33 ayat
43} Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya menegaskan bahwa:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
Sikuasal oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dari dasar ketentuan tersebut, kemudian
muncullah peraturan perundangan yang mengatur pendaftaran
fanah sebagai berikut:
@l Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 terntang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang ini merupakan ketentuan pokok vang

mengatur persoalan agraria di Indonesia. Pada salah satu

pasalnya, yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pendaftaran tanah,

Adapun ketentuan Pasal 19 tersebut terdiri dari 4 ayal sebagai

berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

{2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersehut;

€. pemberian surat-surat tanda bukii hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat
keadaan Negara dan masyarakal, keperluan lalu-lintas sosial
ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria.

{4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya vang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1)
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b)

)

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa Pasal tersebut
memberikan amanat pengaturan lebih lanjut  mengenai
pendafiaran tanah pada peraturan pemerintah.  Artinya,
pcnd:ﬁamn1anahakandiaturdalamsuatup:ruluranp:mfrin'rah
tersendiri,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tunah

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 teatang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, yang memerintahkan diselenggarakannya
pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan |ketentuan peraturan  pemerintah  ini,
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran
Tanah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-
masing daerah. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi
desa atau daerah-daerah vang setingkat dengan itu."

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tarak

Peraturan pemerintah ini, hingga sekarang masih berlaku
schagai peraturan pemerintah yang mengatur mengenal
pendaftaran  tanah. Salah satu  landasan pemikiran
dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah bahwa
Peraturan Pemerintah Nomar 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung
tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional,
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Sesuai Pasal 65,
keberlakuan peraturan pemerintah ini mencabut berlakunya
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Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2171).

Peraturan Pemerintah ini diundangkan karena dalam
kenyataannya pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan
hasil yang memuaskan.

Dalam  Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap
dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, vang pada
hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok
Agraria (ULPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan
dalam rangka memberikan jaminan  kepastian  hukum i
bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah
sistern negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena
akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak vang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32
ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah
juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-
tama secara sistematik vang meliputi wilayah satu desa atau
kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas
prakarsa Pemerintah dan secara sporadik. yaitu pendaftaran
mengenal bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang
atan penerima hak yang bersangkutan secara individual atau
massal."”

Penyempurnaan yang diadakan mebiputi  penegasan
berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama,
antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, azas-
azas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk
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memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas juga
dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi
yang lengkap mengenai data fisik dan data vuridis mengenai
bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur pengumpulan
data penguasaan tanah juga dipertegas dan dipersingkat serta
disederhanakan, Guna menjamin kepastian hukum di bidang
penguasaan  dan  pemilikan  tanah faktor kepastian letak
dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari
pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang
timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah
tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan
serta  penyediaan peta  berskala besar  untuk keperluan
penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak
boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang
perdu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan
hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah
tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah
dan penyimpanan data tersebut."

Disamping pendaftaran  tanah  secara sistematik
pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan
pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah
banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan
massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan,
vang akan makin meningkat kegiatannya. Pendaftaran
tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini
akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang
tanah vang akan didaftar dari pada melalui pendaftaran
tanah secara sporadik, Tetapi karena prakarsanya datang
dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana,
tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya
harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi
jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan
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tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar
berjalan lancar.” -

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu
sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaltaran
tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabal Pembuat Akta Tanah
{PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan
juga dalam Peraturan Pemerintah ini. Tidak adanya sanksi bag
pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan perbuatan-
perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan
akta PPAT, diatasi dengan diadakannva ketentuan, bahwa
PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan
akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan
pendaftarannya, Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam
prakiek tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai kepada
kantor Pertanahan. Dari apa vang dikemukakan di atas
jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yvang baru mengenai
pendattaran tanah inl disamping letap melaksanakan pokok-
pokok yang digariskan oleh UUPA, memual penyempurnaan
dan penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi
landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran
tanah yang lebih cepat.”®

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nuasional Nomor 3 Tahun 1997 temtang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional ini dikeluarkan dengan pertimbangan
batwa:  dalam  rangks penyelenggarsan pendaffaran tanah
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah

]
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diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; dan
bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan ketentuan
lehih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 1997 tersebut dengan Peraturan Menterh Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pada dasarnya
ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional ini mengelaborasikan ketentuan dalam PP
Na, 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional ini berlaku sebagai pedoman teknis
bagi BPN dalam menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah
yang menjadi kewenangannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentarg
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tafiun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
ini pada dasarnya mengubah ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Perubahan tersebut menjadikan bunyi pasal 96 sebagai berikut:
{1) Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam

pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

ayat (1) dan (2) dan cara pengisiannya adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran 16 s/d 23 dan terdiri dari
bentuk:

a.  Akta Jual Beli;

b. Akta Tukar Menukar;

¢. Akta Hibah;

d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
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e, Akta Pembagian Hak Bersama;

f.  Alkta Pemberian Hak Tanggungan; .

g Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik;

h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

(2} dihapus,

(3) Pendaftaran  perubahan data  pendaftaran  ranah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan
berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan
pada avat (1).

{4) Penyiapan dan pembuatan akta sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan olech masing-masing pejabat pembuat
akia tanah, pejabat pembuat akta tanah pengganti, pejabat
pembuat akla tanah sementara, atau pejabat pembuat akta
tanah khusus.

{5} Kepala kantor pertanahan menolak pendaftaran akta pejabat
pembuat akta tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan
schagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara  garis  besar, mekanisme/prosedur  pendaftaran

tanah telah dipetakan dalam PP No. 24 Tahun 1997. Adapun

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran

tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran

tanah." Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
meliputi:-*

‘a)  pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b) pembuktian hak dan pembukuannya;

€} penerbitan sertipikat;

d) penyajian data fisik dan data yuridis;

¢} penyimpanan daftar umum dan dokumen.

“ Paanl 19 PP Mo, 24 lahun 1957
= xd, Prsal 12

11



Hakitaiis Limghuarggan dan
Permbangunan Berkelsnpatan

Keglatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi:
a) pendafiaran peralihan dan pembebanan hak.
b} pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Kegiatan pendaftaran tamah untuk pertama kali dan
pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kewenangan
Badan Pertanghan MNasional gelaku lembaga MNegara yang
berwenang di bidang urusan pertanahan. Pada aplikasinya,
terutama ditingkat kantor pertanahan yang secar langsung
berhubungan dengan masyarakat dalam kegiatan pensertifikatan
tanah, terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala
kantor pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran
tanah.

3. Implikasi Hukum Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan
Dalam Pendaftaran Tanah Terhadap Keberlanjutan
Pembangunan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan

kegiatan Pendafiaran Tanah meliputi: kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendafiaran ta nah. Pada
praktiknya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dapat dilakukan baik secara sisternatik mupun secara sporadik
dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, sehingga kebijakan yang
ada cenderung tidak merugikan masyarakat.

Persoalan berbeda terjadi dalam pemeliharaan data pendattaran
tanah yang juga mewajibkan untuk dilakukan pendaftaran, Peralihan
hak atas tanah yang wajib didaftarkan di kantor pertanahan pada
tataran pelaksanaannya sangat mungkin menimbulkan kondisi
tertentu yang berbeda dari pengaturanmnya dalam peraturan
perundang-undangan pendaftaran tanah. Kondisi tersebut dapat
berupa kebijakan yang diambil kepala kantor pertanahan dalam
kegiatan pendaftaran  pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang. di

M |hid,
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beberapa dacrah tertentu™, terdapat kebijakan yang diambil kepala

kantor pertanahan dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran

tanah yang jika dilihat lebih lanjut sebenarnya tidak diatur atau justru
bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997, Adapun kebijakan-
kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kepala kantor pertanahan secara subjektif seringkali
mengenyampingkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997,
schingga meskipun tanpa dibuktikan dengan akta vang dibuat
oleh PPAT peralihan hak tetap dapat didafiarkan, Berdasarkan
Pasal 37 ayat {1} PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah
dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindaban hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelanyg hanya dapat didaftarkan jtka dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pada ayat (2) ditegaskan bahwa: Dalam keadaan tertentu
sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor
Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang
tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara
Indonesia vang dibuktikan dengan akta vang tidak dibuat
oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan
tersebul kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendafiar
pemindahan hak yang bersangkutan. Jika dilthat pada penjelasan
Pasal 37 dapat diketahui bahwa pengecualian tersebut perlu
diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-
daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara,
untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum
mengenai tanah. Mamun yang seringkali terjadi, seolah dalam
keadaan tertentu menurut ketentuan ayat (2) Pasal 37 ini bebas
ditafsirkan oleh kepala kantor pertanahan, sehingga di daerah
perkotaan atau pedesaan yang sehenarnya tidak masuk kategori

# Bapertl o Kahupaiton Tanggamus, Provins Lampung
15




Hutkiam | Imgkangan ikan
Fetmbanguimen Herkeliamjutan

36

daerah terpencil secara logis, namun mendaftar pemindahan

hak atas bidang tanah hak milik tetap dilakukan.

Jika dicermati, kondisi ini cukup menghawatirkan karena
tidak adanya rincian/kejelasan baik dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah maupun da-
lam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Masional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, mengenai keadaan tertentu berupa kriteria daerah-daerah
yang lerpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara sebagaimana
dimaksud pada Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, Keadaan tertentu
berupa kriteria daerah-daerah vang terpencil dan belum ditun-
juk PPAT sementara terscbut harus diperjelas, sehingga kepala
kantor pertanahan tidak menafsirkan sendiri kondisi tersebut,
agar lebih tercipta kepastian hukom.

Adapun dari sisi implikasi hukam, kebijakan kepala kantor
pertanahan terscbut jika dihadapkan dengan Pasal 37 PP No. 24
Tahun 1997, akan berimplikasi sebagai berikut:

1} Kebijakan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah
hak milik yang dilakukan kepala kantor pertanahan
bertentangan dengan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 schingga
pemindahan hak yang dilakukan tidak sah. Implikasi
berlaku sepanjang kepala kantor pertanahan dengan terang-
terangan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik di daerah perkotaan yang sudah pasti tidak termasuk
kategori daerah terpencil sebagaimana dimaksud penjelasan
Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997.

21 Kebijakan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah
hak milik yang dilakukan kepala kantor pertanahan tidak
bertentangan dengan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 sepa-
njang kepala kantor pertanahan hanya mendaftar pemin-
dahan hak atas bidang tanah hak milik di daerah terpencil
sebagaimana dimaksod penjelasan Pasal 37 PP No. 24 tahun
1997,
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Namun scbenarnya, akan lebih baik jika ketemtuan Pasal 37
BF No. 24 tahun 1997 diperinci secara jelas agar tidak terjadi
pesyalahgunaan maupun kesalahan pengambilan kebijakan oleh
“Bepala kantor pertanahan. Agar ukurannya menjadi jelas dan lehih
memiamin kepastian hukum dan keadilan hukum.

) Kepala kantor pertamahan dalam hal peralihan hak karena
waris, mengambil kebijakan mensyaratkan akta pembagian hak
bersama (APHB) yang dibuat dihadapan PPAT khusus untuk
bidang tanah vang sudah terdaftar/sudah memiliki sertifikar
vang ahli warisnya lebih dari satu orang dan para ahli waris

- sepakat uniuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada
salah satu ahli waris tertentu® jika ingin mendaftarkan peralihan
haknya di kantor pertanahan, meskipun hal tersebut tidak diatur
dalam PP No. 24 tahun 1997, sehingga cenderung mempersulit
masyarakat yang ingin mendaftarkan peralihan haknya.

Adapun prosedur Peralihan Hak Karena Pewarisan diatur
dalam Pasal 42 PP No. 24 tahun 1997, vang ketentuannya adalah
sebagai berikut:

(1} Untuk pendafiaran peralihan hak karena pewarisan
mengenai bidang tanah hak yang sudah didaflar dan hak
milik atas satuan romah susun sebagai yang diwajibkan
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
wajib diserahkan olch yang menerima hak atas tanah atau
hak milik atas satwan rumah susun yang bersangkutan
sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak
vang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya
dicatat sebagai pemegang haknva dan surat tanda bukti
sebagai ahli waris.

(2} lika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar,
wafib  diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1} huruf b,

™ Pamyaralan i berakuy pada Kanior Peraraten ot Bandar Lampuang.
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(3)

(4)

(5]

fika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran
peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli wilris sebagalmana
dimaksud pada ayat (1).

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan wakiu
peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta
pembagian waris yang memual keterangan bahwa hak atas
tanah atan hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh
kepada seorang penerima warisan lertentu, pendaftaran
peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun ftu dilakukan kepada penerima warisan yang
bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli
waris dan akta pembagian waris tersebut.

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun yang menurut akta pembagian
waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima
warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian
warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima
waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan
surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akia pembagian
waris tersebul.

Peralihan Hak Karena Pewarisan yang diatur dalam Pasal

42 PP MNo. 24 tahun 1997, di atas kemudian dielaborasi kembali
dalam Pasal 111 Permen Agraria/Kepala BPN yang ketentuannya
adalah sebagai berikut;

(1)

Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atan Hak
Milik Aras Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris
atau kuasanya dengan melampirkan:

a) sertipikat hak atas tanah ataw sertipikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila
mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

b} surat kematian atas nama pemegang hak yang




(2)

(3)

(4)
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tercantum dalam  sertipikat yang bersangkutan dari
Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris wakiu
meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau
intansi lain yang berwenang;
cl  surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat
keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli
waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi dan dikvatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
dan  Camat tempat tinggal pewaris pada waktu
meninggal dunia; bagi warganegara Indenesia
keturunan  Tionghoa: akia  keterangan  hak
mewaris dari Notaris, bagi warganegara Indonesia
keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan
waris dari Balai Harta Peninggalan.
db surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang
mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak
bukan ahli waris yang bersangkutan;
el  bukti identitas ahli waris;
Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan
sudah ada putusan pengadilan atau penetapan  hakim/
Ketua  Pengadilan  atau  akta  mengenai pembagian
waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka  putusan/
penetapan atau akta tersebul juga dilampirkan pada
permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (1).
Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah
tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2
orang saksi atau dengan akta notaris.
Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum
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ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan
haknya dilakukan kepada para ahli wans sebagai
pemilikan bersama, dan pembagian hak selan]utn}ra dapat
dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997,

(5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satw) orang dan pada
waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta
pembagian waris yang memual keterangan bahwa hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu
jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka
pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima
warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian
waris tersebul.

{6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana
dimaksud Pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105,

Tlika dilihat mengenai peralihan hak karena pewarisan
sebagaimana ketentuan diatas, memang tidak ada yang mensyaratkan
akta pembagian hak bersama (APHB) yang dibuat dihadapan PPAT
khusus untuk bidang tanah yvang sudah terdaftar/sudah memiliki
sertifikat vang ahli warisnya lebih dari satu orang dan para ahli waris
sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada salah
satu ahli waris tertentu, Namun jika mengacu pada ketentuan Pasal
51 PP No, 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pembagian Hak
Bersama, akan didapati ketentuan berikut: Pembagian hak bersama
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak
masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan
akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang
berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak
hersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Adapun pada
penjelasan dipaparkan bahwa pada saatnya suatu hak bersama,
baik vang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu
dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan
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antara pemegang hak bersama tersebut perlo ditvangkan dalam
#kta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam
pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama
memperoleh bagian. Dalam pembagian harta waris seringkali yang
menjadi pemegang hak individo hanya sebagian dari keseluruhan
penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh
penerima warisan sebagai pemegang hak bersama.

Dengan melihar pada ketentuan Pasal 51 tersebut, maka akan
“apat dipahami bahwa kebijakan yang diambil kepala kantor
pertanahan dalam mensyaratkan akts pembagian hak bersama
{APHB) yang dibuat dihadapan PPAT khusus untuk bidang tanah
yang sudah terdaftar/sudah memiliki sertifikat yang ahli warisnya
Sebih dari satu orang dan para ahli waris sepakat untuk menyerahkan
Barta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris tertentu, dilakukan
entuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan hukum yang timbul
dikemudian hari. Meskipun dengan menambahkan syarat APHB
Semsebut cenderung mempersulit mereka yang ingin mendaftarkan
Hh}ra karena pewarisan, namun kemanfaatan vang diusung
wenderung lehih baik. Karena penambahan APHB sehagai syarat
Sersebut tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997, maka kebijakan
ang diambil kepala kantor pertanahan dengan menambahkan
wwarat tersebut dari sisi substansi sebenarnya tidak melanggar PP
Mo 24 Tahun 1997, sehingga meskipun implikasinya menambah
' ratan, kebijakan tersebut cukup baik karena bertujuan
mencegah terjasinya perscalan hukum vang dapt muncul dikemudian
antar sesama penerima waris ataupun keturunannya.

PENUTUP

Pengaturan pendaftaran tanah dalam peraturan perundang-
gan yang berlaku di Indonesia secara filosobis berlandaskan
Pasal 33 ayat (3} Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian
i dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pendaftaran
secara khusus pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah
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Momor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang
ini sudah dicabut dan menjadi tidak berlaku karena keluarnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Pengaturan pendaftaran tanah kemudian diclaborasi dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran
Tanah yang telah mengalami perubahan dengan keluarnya Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kelentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah,

Kehijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah
yang muncul pada saat pemeliharaan data pendattaran tanah dapat
berupa mendafiar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik
dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun
1997, Kebijakan kepala kantor pertanahan tersebut jika dihadapkan
dengan Pasal 37 PP No, 24 Tahun 1997, dapat berimplikasi sebagai
berikut: Kebijakan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah
hak milik yang dilakukan kepala kantor pertanahan bertentangan
dengan Iasal 37 PP No. 24 tahun 1997 schingga pemindahan hak
yang dilakukan tidak sah. Implikasi berlaku sepanjang kepala kantor
pertanahan dengan terang-terangan mendaftar pemindahan hak
atas bidang tanah hak milik di daerah perkotaan yang sudah pasti
tidak termasuk kategori daerah terpencil sebagaimana dimaksud
penjelasan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997; atau Kebijakan mendaftar
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan kepala
kantor pertanahan tidak bertentangan dengan Pasal 37 PP No. 24
tahun 1997 sepanjang kepala kantor pertanahan hanya mendaftar
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik di daerah terpencil
schagaimana dimaksud penjelasan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997,

Kebijakan yang diambil kepala kantor perlanahan dalam
mensyaratkan akta pembagian hak bersama {APHB) yang dibuat
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“dibadapan PPAT khusus untuk bidang tanah yang sudah terdaftar/
wudah memiliki sertifikat yang ahli warisnya lebih dari saty orang dan
‘para ahli waris sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut
dda salah satu ahli waris tertentu, dilakukan untuk menjaga agar
terjadi permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari.
ch karena itu, dalam membuat kebijakan sebaiknya kepala kantor
lanahan memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga
menimbulkan kesalahpahaman dalam kegiatan pendafiaran
fi dan hal ini pula akan dapat mendukung dalam berjalannya
s pembangunan yang baik karena dengan adanya pendaftaran
anah vang tertib, maka akan terwujud perlindungan dan kepastian
um yang dapat meminimalisic teriadinya konflik atas tanah
gai salah satu faktor penghambat keberlanjutan pembangunan,

Pustaka
zah, Ali Achmad, 2004, Hukum Agrarig {Pertanahan Indonesia} filid
LPresta'il Pustaka, Jakarta.
P, M. Yahya, 2003, Kedwdukan Kewenangan don Acorg Peraditan,
ﬂnlrﬁnr‘r}r.a |akarta.

wono, Hoedi, 2005, Hukum Agroria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Mﬂﬂg-ﬂrrdm:g Pakok Agroria, Isi dan Pelnksonoanmya, Diambatan,

: EEMJ?EH 1998, Rebernpo Pemikiran Ke Aroh Pemboharian
”-Hﬂ Tanah, Alumni, Bandung,

Herman, 2004, Cara Memperoieh Seetipikot Tonah Hak Milik,
Tenah Negarn, dan Tanah Pemda, Teari Prakeek Pendaftaran Tanabh di
ﬁnﬁ.lﬂ. Mandar Maju, Bandung.

h oro, 1974, Palitiic Hukum dan Pembangunan Agraria di lndonesia,
- W Pancuran Tujub, Jakarta,
smsungan, AP, 1985 Pendafteran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah
Menurut (P4, Alumni, Bandung.
; - Eddy, 1989, Sistern Pendoftoran Tanak Sebelum daoa Sesudoh
- Seslakunya UUPA, Armico, Bandung,
s Soedharyo, 2004 Status Hok den Pembebeson Tanah, Edist Kedua,
~ St Grafik, Jakarta.

Undang Memor 5 Tahun 1960 tentang Pergfuran Dosar Pokok-
Agraria, Lembaran Megara Republik Indosesia Tabun 1960
T 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

43



Hatloam Limglangem. dan
Pembavgunan Ferkelonjatan

2043,

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanoh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur* 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3696,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Momor 3 Tahun 1997 tentang Hetentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomaor 24 Talun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
MWomor 8 Tabun 2012 teptang Perubahan Atas Peraturan Menter
Megara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Masional Nemor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 19497 tentang Pendaftaran Tanak,




